Menimbang

a.

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 {enam)
bulan setelah tabun anggaran berakhir;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawabari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, ‘ ’



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 'dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27353},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Ilndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); f



10.

11.

12,

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Leinbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Unciéing—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

|



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintaban Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kahupaten / Kota (Lemharan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahug 200

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; L! J



25.

26.

27.
28.
29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, tambahan Lembaran Dacrah Kota
Palangka Raya Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daecrah Kota Palangka Raya

‘Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangak Raya Tahun
2011 Nomor 15); . '

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 01).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD);



31.

32.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor

29);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2014 Nomor 35).



Menetapkan

2.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran,;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas ; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan milik

daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a

Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1.
2.

3.

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Surplus/(Defisit)

Rp.
Rp.

Rp.

966.552.779.722,04
947.903.906.391,11

83.596.912.617,92
9.623.528.620,92

18.648.873.330,93




Surplus/(Defisit) Rp. 73.973.383.997,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 92.622.257.327,93
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 29.858.230.4 13,39 dengan rincian sehagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 996.411.010.135,43
b. Realisasi ‘ Rp. 966.552.779.722.04
Selisih lebih/(kurang) Rp. (29.858.230.413,39)
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 122.368.050.664,24 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.070.271.957.055,35
'b. Realisasi Rp.  947.903.906.391,11
‘ Selisih lebih/(kurang) Rp. 122.368.050.664,24
Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 92.509.820.250,85 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (73.860.946.919,92)
b. Realisasi Rp. 18.648.873.330,93
Selisih lebih/(kurang) Rp. (92.509.820.250,85)
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 55.965.698,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 83.540.946.919,92
b. Realisasi o Rp. 83.596.912.617,92 :
Selisih lebih/(kurang) Rp. ' (55,965.698.00)
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 56.471.379,08 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.680.000.000,00
b. Realisasi Rp. 9.623.528.620,92
Selisih lebih/(kurang) Rp. 56.471.379,08

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 112.437.077,08 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 73.860.946.919,92



b. Realisasi Rp. 73.973.383.997,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (112.437.077,08)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Dcsember Tahun 2014 sebagai berikut :
a. Jumlah aset Rp. 2.544.488.762.125,83
b. Jumlah kewajiban Rp. 21.379.485.312,75
¢. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.523.109.276.813,08
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014 Rp. 83.475.003.160,45
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 210.566.322.916,55
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan Rp. (191.918.311.085,62)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (9.623.528.620,92)
e. Arus kas Bersih dari aktivitas non anggaran ) Rp. 98.191.347,31
f.  Saldo kas akhir di bendahara pengeluaran Rp. 63.718.110,16
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp. 92.622.257.327,93
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah inj, terdiri

o ]



a. Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

Lampiran 1.2  : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Belanja Menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan.

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Lampiran I.S  : Daftar Piutang Daergh.

Lampiran [.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah.

Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya.

Lampiran 1.9  : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
Lampiran [.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
Lampiran .11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca
€. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2} terdiri dari :
a. Laporan kinerja tereantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tereantum dalam Lampiran VI Peraturan Daeralxini. {



Pasai ©

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawahan Pelaksanaan APBD.
Pasal 10

Peraturan Daecrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
ada tanggal 29 Septembexr 2015
ALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raara
pada tanggal 30 September 2015

Plt.SEKR_ETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015
NOMOR 2

NOKEG FERATURAN DAERAH XOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : WOMOR 34/2015



